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Menimbang

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, PUNGSI, DAN TATA KER"IA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POIITIK KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan profesional guna
mendukung kine{a pemerintahan daerah, perlu diatur
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata
kefa perangkat daerah di lingkungan pemerintah
daerah;

b. bahwa dalam ralgka optimalisasi kineda pegawai, serta
untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
peralgkat daerah berdasarkan penataan kelembagaan
perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daeralr, maka Badan Kesatuan
Bangsa dan Politjk Kabupaten Sambas perlu disusun
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata
kerjanya;

c. bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, I\rgas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sambas Nomor 9 Tahun 2Ol8 tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2OO8

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas,
sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Pungsi dan Tata Keq'a
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun

Dasar NegaraMengingat

1959 tentang



Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) seb"gai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tatnbahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tinglrat II Tanah laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahal Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Iembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenta-ng
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentanrg Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2OL9 tentang Perubahaa Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 68,
Tambahan lcmbaran Negara Nomor 6477;

8. Peraturan Menteri Dalem lgsgsri Nomor 1l Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Strulmr Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (l*mbaran Daerah Tahun 2O16 Nomor 4,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 28) sebagaimana teLah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 4 Tahun 2O16 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah
Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan lcmbaran Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FI.INGSI, DAN TATA KER.JA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KEIENTUAN UMUM
Pasal 1

De'lern Peraturun Bupa.ti ini yang dirnqkssfl dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.

3. Bupatiadalah BupatiSambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspelrtorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan
adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sambas.

7. Unit Pelaksanan Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatal tekris penunjang pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Sambas.



8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peianjian kerja yang
bekeda pad pemerintah Kabupaten Sambas.

9. Pegawai Apatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe4'anjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi
memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan
langsung dibawahnya untuk mencapai tqiuan organisasi.

11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan
kompetensi yang bersifat telsris sesuai bidangnya dan tidak memiliki
tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kine{a pegawai.

12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tingg, yang
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan
mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunalan sumber daya
serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk
mencapai tuj uan organisasi.

13. Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah
yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan
mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dal mengoordinasikan
pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik
dan administrasi.

14. Jabatalr Penga.was adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yan'g
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan
mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serla pelayanan publik
dan administrasi.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pel,ayanan fungsional yang berdasarkan pa.da

keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Badan merupakan perangkat
berkedudukan di bawah dan
Sekretaris Daerah.

Pasal 2
daerah yang dipimpin oleh Kepala
bertanggung jawab kepada Bupati

Badan,
melalui

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanalan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan
menyelenggarakan fu n gsi :

a. perumusan kebljakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan
politik di wilayah kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan
perunda.ng-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Panca.sila dan
wawasar kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukukanan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyaralatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukukanan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konllik sosial di wilayah kabupaten Saurbas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. petaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi panca sila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial darr budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, serta pelaks;'naan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten
Sambas

f. pelaksanaan ad-ministrasi kesekretariatan badan Kesatuan ba:rgsa dan
politik Kabupeten Sambas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagiao Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Struktur organisasi Badan terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agamq
d. Bidang Folitik Dalarn Nega'i dan Organisasi Kernasyarakatan;

e. Bidang Kewaspa.daan Nasional dan Penanganan Konllik;
f. Unit Felaksana Teknis Badan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan strukfur orgirnisasi Badan sebagairnana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Kepa-la Badan

Pasal 6
Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adaJa}r unsur
pimpina:e pada Eladan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas yang berada
di bawah dan bertalggung jawab langsung kepada Bupa.ti melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan,
membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan
badaD di bidalg ldeologi Wawasan Kebangsaan dan Keta-ba-nan Ekonomi, Sosial
Budaya, Agama" bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatal darr
bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan KonIIik berdasarkan kebijakan Bupati
dan ketentuan peratu-ran perundang-undalgan.

Pasal 8
Untuk meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala
Badan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pada bidang kesatuan bangsa dan politik di

Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan pada bidang kesatuan bangsa dan politik di

Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi pada bidang kesatuan bangsa dan politik di

Daerah;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang kesatuan bangsa dan

politik di Daerah;
e. fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
f. pelaksanaan administrasi dan Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BagianEmpat
Sek:€tarirat

Pasaf 9
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana keq'a, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi,
umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi serta
bertanggungiawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O, Sekretariat
mempunyai fungsi:
a, pen1rusunan rencana ke{a di lingkungan sekretariat;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana



kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum,
administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi;

c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan badan;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja,

pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum,
administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi;

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja,
pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum,
administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi di lingkungan badan;

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana ke{a di lingkungan badan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana keg'a, pengelolaan
keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi
kepegawaian dan refromasi birokrasi di lingkungan badan sesuai peraturan
perundang-undangan;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariat;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di lingkungan badan; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Selaetariat sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 8 membawahi Subbagian
Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 13
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (l), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang
umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

Pasa-l 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagan
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

Sekretariat;
d. peLaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang

umum, kepega.waian, dan reformasi birokrasi;
e. pen5rusunan rlencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi

pelaksanaan tugas dan fungsinya;
f. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi

sesuai peraturan perundang-undangan;
g. penggndalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;



h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi
birokrasi; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagran Kelima
Bidalg Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Pasal 15
Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf c, dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris.

Pasal 16
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama mempunyai tugas melaksanalan sebegian tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten di bidang Ideologi, Kebangsaan, Bhineka Tunegal Ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 16, Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
mempunyai fungsi:
a. p€nJrusunan prDgram kerja di bidang ideologi, wawasan kebalgsaan,bela

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinekatunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial,dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika sertafasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

b. perumusan kebljakan teknis di bidang ideologi, wawasankebangsran, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahananekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaannarkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan
sejara,h kebalgsaan serta- ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

d. pel,aksanaan koordinasi di bidang ideol,ogi, wawasan kebangsaan,
belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggalika
dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, danbudaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sertafasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidalg
ideologi,wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembaurankebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan



f

sertaketahanan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunanumat
beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik.

Bagran Keenam
Bidang Fottik Dalam Negeri dan Organisasi lGmasyarakatan

Pasal 18
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 19
Bidang Folidk Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugp.s Badan Keastuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sambas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, kepala daerah,
pemantapan situasi politik serta pendgftaran onnas, pemberdayaan ornas,
evaluasi dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 2O

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dafam Pasal 19, Bidalg
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. prograrn kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan
partai politik, pemilhan umum/pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran orrrlas, pemberdayaan orrnas,
evaluasi dan mediasi sengketa oflnas, pengawasan ormas dan ormas asing
di Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demolcasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah,
perwakilan dan partai po[tik, pemilhan umum/pemilihan umum kepala
daerah, pernrntauan situasi politik serta pendaftaran oflnas, pemberdayaan
ornas, evaluasi dan mediasi sengketa onnas, pengawasan ormas dan ormas
asing di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah,perwakilan dan
partai politik, pemilhan umum/pemilihan umum kepala daerah,
pemanta.uan situasi politik serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas,
evaluasi dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan ormas dan ormas asing
di Daerah;

d. peLaksanaan koordinasi di bidang pendidikan polidk, etika budayapolitik,
pening!<atan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah,perwakilan dan
partai politik, pemilhan umum/pemilihan umumkepala daerah,
pernantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,pemberdayaan onnas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di
Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
potitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilhan umum/pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran orrnas,
pemberdayaan onnas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BadanKesatuan Bangsa
dan Pottik.



Bagan Ketujuh
Bidang Kewaspdaan Nasional rlan knanganan Konllik

Pasal 2l
Bidang Kewaspa.daan Nasional dan Penanganan Konllik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang brada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 23
Untuk meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang
Kewaspa.daan Nasional dan Penanganan Konllik mempunyai fungsi:
a. penyusunan program ke{a di bidang kewaspadaan dini, ke{asama

intelijen, pemantauan orang asing, tenagF kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negaia, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan kon-flik di Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebdakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keda asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konJlik di Daerah;

c. pelaksanaan kebljakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konllik di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, ten.ga ke{a asing dan lembaga qsing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konllik di Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporal di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan oriang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
Lg1srn$agaan bidang kewaspadaan, serta penanganan kon{Iik di Daerah;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Bagian Kedelapan
Unit Pelal<sana Telcnis Eladan

Pasal 24
(1) Unit Pelaksana Telanis Badan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf f, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan tekrris penunjang tertentu pada Badan'

Pasal 22
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konllik mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sambas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intetjen, pemantauan orang
asing, tenaga keg'a asing dan kmbaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negElra, fasilitasi k6lsrnlagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.



(2) Unit Pelaksana Teloris Badan sebagaimana dimalsud pada ayat (l), dipimpin
oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Keqja Unit Pelaksana Teknis
Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.

(4) Pembentukan Unit Pelal<sana Teknis Badan berpedoman kepada peraturarl
perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kedudukan dan T\rgas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian
dan keterampilan sesuai penaturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab secara langsung kepada ftabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tuga.s jabatan fungsional berdasarkan jenjangrrya sesuai
ketentuen peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan
keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundalg-undangan.

(4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban keq'a
serta peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan terhadap jabatan fungsional difakukan oleh Kepala Badan
melalui Pejabat Administrator yang berada dalam lingkup kerjanya.

BABW
TATA KER.JA DAN IAPORA}.I

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 26
(l) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib

menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkonisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan keq'a yang lain sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(2) Setlap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas
pimpinan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan
memberikan petunjuk keqia kepada bawahannya.

(3) Kepala Badan dan seluruh pejabat di lingkungan Badan wajib melaksanakan
fungsi pengawasan melekat da-lam unit kerja masing-masing dan mengambil
langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
[.aporan

Pasal 27
(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara

periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjel,asan telo:is atau
keterangan kepa.da Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebljakan yang
ditetapkan.

(2) Kepala Badan wajib menyampaikan l,aporan Kinerja kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan
peraturan peraturan perundang-undangan yang berl,aku.

(3) Setiap pimpinan unit kerja dafam [ngkungan Badan wajib mematuhi
kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyo..,paikan laporan pelaksanaan
tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan
penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai
dengan tuga.s dan fungsinya.

(a) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari
bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 28
Pembiayaan pelaksanaan Pemturan Bupati ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; da:r /atau
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN I.,AIN-I,AIN

Pasal 29
(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan ASN di lingkungan Badan ditetapkan

oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan

memberikan asistensi dan lasilitas terhadap penataan organisasi Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Badar wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan
pembinaan dan pengendalian organisasi Badan yang dilaksanakan oleh unit
kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam ralgka pelaksanaal tugas dan fungsinya, seluruh pemegang jabatan
administrasi dan jabatan fungsional berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa] 30
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berl,aku, selurtrh Pegawai ASN beserta
pejabat yang memangku jabatan di tingkungan Badan tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupa.ti
ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3l
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor
57 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Ke{a Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Tahun 2OO8 Nomor 211) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupa.ti Sambas Nomor 57 Tahun 2fi)8 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyaralat Kabupaten Sambas
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapka:r di Sambas
pada tanggal 3 Febnuari 2025

BUPATI SAMBAS,

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN SAMBAS,

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya
KE BAG HUKUM,

RW , S.H.
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS

TIPE B

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA GIAN HUKUM,

RW S.H

TAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SAMBAS
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